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ABSTRAK 

 

Analisis Peran UMKM Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat 

di Kota Binjai 

 

Hafiz Zasfayyard  

1905180039 

 

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 

Hafizzasfayyard23@gmail.com 

 

UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan 

ekonomi nasional maupun daerah. Peluang besar yang dimiliki oleh sektor 

UMKM ini terbilang sangat besar dan UMKM mampu lebih bertahan dari terpaan 

krisis. UMKM kurang mendapatkan perhatian di Indonesia telah meruntuhkan 

banyak usaha besar, namun sebagian besar UMKM tetap bertahan, bahkan 

jumlahnya meningkat sangat pesat. UMKM pun menjadi tulang punggung 

ekonomi kerakyatan yang mampu merentas kemiskinan dan penyerapan tenaga 

kerja. UMKM juga menciptakan lapangan pekerjaan lebih cepat dibandingkan 

sector usaha lainnya, dan UMKM juga memberikan kontribusi penting dalam 

ekspor dan perdagangan.. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan 

menganalisis peran UMKM dalam meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan 

ekonomi di Kota Binjai. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif 

dengan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan 

cara observasi dan menggunakan teknik analisis deskriptif. Adapun hasil 

penelitian ini yaitu Saat ini total UMKM di Kota Binjai sebanyak 20.852 UMKM. 

UMKM mempunyai potensi basis ekonomi yang kuat karena jumlah UMKM 

yang sangat banyak dan daya serap tenaga kerja sangat besar. UMKM Kota Binjai 

belum mampu meningkatkan pendapatan daerah Kota Binjai, karena pendapatan 

masyarakat yang dilihat dari pengeluaran masyarakat per kapita masih rendah 

Kata Kunci : UMKM, Pendapatan 
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ABSTRACT 

 

Analysis of the Role of UMKM in Increasing Community Income in Binjai City 

 

Hafiz Zasfayyard 

1905180039 

 

Development Economics Study Program, Faculty of Economics and Business, 

Muhammadiyah University of North Sumatra 

Hafizzasfayyard23@gmail.com  

 

UMKM have a very important role in national and regional economic 

development. The big opportunities that the MSME sector has are said to be very 

large and UMKM are able to survive the crisis. The lack of attention that UMKM 

receive in Indonesia has brought down many large businesses, but the majority of 

UMKM continue to survive, in fact their numbers are increasing very rapidly. 

UMKM are also the backbone of the people's economy which is able to eradicate 

poverty and absorb labor. UMKM also create jobs faster than other business 

sectors, and UMKM also make an important contribution to exports and trade. 

The aim of this research is to determine and analyze the role of UMKM in 

increasing income and economic growth in Binjai City. The type of data in this 

research is quantitative data with secondary data sources. The data collection 

technique used is observation and descriptive analysis techniques. The results of 

this research are that currently the total number of UMKM in Binjai City is 

20,852 UMKM. UMKM have the potential for a strong economic base because 

the number of UMKM is very large and the labor absorption capacity is very 

large. Binjai City UMKM have not been able to increase the regional income of 

Binjai City, because community income as seen from public expenditure per 

capita is still low 

Keywords: UMKM, Income 
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BAB I  

PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu masalah perekonomian suatu 

negara dalam jangka panjang dan merupakan fenomena penting yang dialami oleh 

seluruh negara. Menurut Todaro (2003), pertumbuhan ekonomi adalah proses 

peningkatan output dari waktu ke waktu, menjadi indikator penting untuk 

mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara. Analisa ekonomi makro 

menyatakan, pertumbuhan ekonomi suatu negara menjadi salah satu parameter 

dalam perspektif yang luas dan dapat menunjukkan bagaimana aktivitas ekonomi 

dapat melahirkan perubahan dalam struktur sosial masyarakat yang akan 

menghasilkan tambahan pendapatan dan kesejahteraan.  

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan suatu indikator keberhasilan 

suatunegara dalam pencapaian pembangunan yang lebih baik, dimana apabila 

ProdukDomestik Bruto negara tersebut setiap tahunnya mengalami peningkatan 

yangsignifikan maka dapatlah dikatakan bahwa roda pembangunan negara 

tersebut sangat baik karena Produk Domestik Bruto yang tercermin gambarkan 

angka yang mampumeningkatkan taraf hidup masyarakat secara luas. Produk 

Domestik Bruto adalahnilai bersih barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh 

berbagai kegiatan ekonomidisuatu daerah dalam suatu periode. Sedangkan yang 

dimaksud dengan Produk Domestik Bruto perkapita adalah Produk Domestik 

Bruto dibagi jumlah penduduk. Produk Domestik Bruto sering digunakan sebagai 
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indikator pembangunan. Semakintinggi Produk Domestik Bruto perkapita suatu 

negara, maka semakin besar pendapatan warga negara tersebut. 

Gambar 1.1. Pertumbuhan PDB Indonesia 

Sumber : BPS (2023) 

Berdasarkan gambar di atas perekonomian Indonesia berdasarkan besaran 

Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan II-2023 

mencapai Rp5.226,7 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 

Rp3.075,7 triliun. Ekonomi Indonesia triwulan II-2023 terhadap triwulan 

sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 3,86 persen (q-to-q). Dari sisi 

produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Administrasi 

Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 15,80 persen. Dari 

sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) 

mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 41,30 persen. 

UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan 

ekonomi nasional maupun daerah. Peluang besar yang dimiliki oleh sektor 

UMKM ini terbilang sangat besar dan UMKM mampu lebih bertahan dari terpaan 

krisis. UMKM kurang mendapatkan perhatian di Indonesia telah meruntuhkan 

banyak usaha besar, namun sebagian besar UMKM tetap bertahan, bahkan 

jumlahnya meningkat sangat pesat. UMKM pun menjadi tulang punggung 
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ekonomi kerakyatan yang mampu merentas kemiskinan dan penyerapan tenaga 

kerja. UMKM juga menciptakan lapangan pekerjaan lebih cepat dibandingkan 

sector usaha lainnya, dan UMKM juga memberikan kontribusi penting dalam 

ekspor dan perdagangan. UMKM berperan dalam pendistribusian hasil-hasil 

pembangun. Peranan penting lainnya adalah UMKM mendorong munculnya 

wirausaha- wirausaha baru. Wirausaha memiliki dua fungsi dalam perekonomian 

suatu negara yaitu fungsi makro dan mikro. Pada peranan makro, wirausaha 

berfungsi sebagai penggerak, pengendali dan pendorong perekonomian suatu 

bangsa. 

 

Gambar  1.2. Pertumbuhan PDB Indonesia Menurut Lapangan Usaha 

Sumber : BPS (2023) 

Dari gambar di atas dapat dilihat berdasarkan lapangan usahanya 

perkembangan PDB pada sektor pertanian sebesar 2,02%, kemudian pada sektor 

pertambangan sebesar 5,01%, pada sektor industri dan pengolahan sebesar 4,88%, 

pada sektor perdagangan dan reparasi sebesar 5,25%, pada sektor transportasi dan 
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pergudangan sebesar 15,28% dan lainyya sebesar 5,30%. Dalam hal ini sektor 

lapangan usaha masih dikuasai sektor transportasi dan pergudangan. 

Di Sumatera Utara Perkembangan jumlah UMKM  cukup baik, hal ini 

dapat memberikan kontribusi yang cukup baik bagi penumbuhan ekonomi di 

Sumut. Terkait pengembangan UMKM yang berdaya saing, telah dikembangkan 

program permasyarakatan dan pelatihan kewirausahaan, magang wirausaha, 

inkubator bisnis serta meningkatnya dukungan pembiayaan oleh Pemerintah 

melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (LPDB-KUMKM) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). 

Adapun data PDRB UMKM di Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel 

berikut : 

Tabel 1.1. PDRB atas Harga Dasar Menurut Jenis Usaha Sumatera Utara 

(dalam Milyar) 

 

Jenis Usaha 2020 2021 2022 

Pertanian, 

kehutanan dan 

Perikanan 

37.900 37.768 39.018 

Pertambangan dan 

Penggalian 

10.485 10.386 10.832 

Industri 

Pengolahan 

6.059 6.212 6.472 

Konstruksi 13.900 13.837 13.511 

Perdaganan Besar 

dan Eceran, 

Reparasi 

19.238 20.051 23.327 

Transportasi dan 

Pergudangan 

7.057 8.433 9.044 

Akomodasi dan 

Makan Minum 

1.649 1.550 2.052 

Jasa Keuangan 2.356 2.236 2.104 

Real Estate 5.446 5.667 5.892 

Jasa Lainnya 1.914 1.957 2.223 

Sumber : BPS (2023) 
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Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jenis usaha yang memiliki 

PDRB tertinggi di Sumatera Utara dikuasai oleh sektor Pertanian, kehutanan dan 

Perikanan kemudian disusul oleh sektor Perdaganan Besar dan Eceran, Reparasi, 

dan PDRB terendah di Sumatera Utara berada pada sektor Akomodasi, Makan 

dan Minum serta Reparasi. 

Penelitian ini dilakukan di Kota Binjai, Binjai adalah Ibukota Kabupaten 

Langkat yang kemudian dipindahkan ke Stabat. Binjai berbatasan langsung 

dengan Kabupaten Langkat di sebelah Barat dan Utara serta Kabupaten Deli 

Serdang di sebelah Timur dan Selatan. Kota Binjai sendiri mengalami 

perkembangan karena bagian dari luasnya wilayah kekuasaan kesultanan langkat. 

Saat ini total UMKM sebanyak 20.852 UMKM. UMKM mempunyai potensi basis 

ekonomi yang kuat karena jumlah UMKM yang sangat banyak dan daya serap 

tenaga kerja sangat besar.(Dinas Koperasi dan UMKM Binjai,2022) 

Sehubungan dengan fenomena yang dialami maka peneliti tertarik untuk 

membahas dan menganalisis permasalahan yang berjudul “Analisis Peran 

UMKM Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Kota Binjai”. 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan data diatas maka dapat ditemukan identifikasi masalah 

sebagai berikut: 

1. Sektor lapangan usaha di Indonesia masih dikuasai sektor transportasi 

dan pergudangan 

2. Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi dikuasai oleh Lapangan 

Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial 

Wajib  
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3. Perkembangan jumlah UMKM  cukup baik, hal ini dapat memberikan 

kontribusi yang cukup baik bagi penumbuhan ekonomi di Sumut 

4. Perkembangan jumlah UMKM di Kota Binjai sangat besar, dan 

UMKM mempunyai potensi basis ekonomi yang kuat karena jumlah 

UMKM yang sangat banyak dan daya serap tenaga kerja sangat besar. 

1.3. Batasan Masalah 

Adapun penelitian ini terbatas pada peran UMKM dalam meningkatkan 

pendapatan di Kota Binjai terkait daya serap tenaga kerja dan dampak 

pertumbuhan UMKM di Kota Binjai 

1.4. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran UMKM dalam meningkatkan 

pendapatan dan pertumbuhan ekonomi di Kota Binjai? 

1.5. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah maka dapat diketahui tujuan penelitian 

adalah Untuk mengetahui dan menganalisis peran UMKM dalam meningkatkan 

pendapatan dan pertumbuhan ekonomi di Kota Binjai  

1.6. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

a. Akademik  

1. Sebagai bahan gambaran kepada mahasiswa yang ingin tahu tentang peran 

UMKM dalam meningkatkan pendapatan di Kota Binja.  
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2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi 

bagi mahasiswa ekonomi khususnya mahasiswa ilmu ekonomi studi 

pembangunan.  

b. Bagi Non-Akademik  

1. Untuk menambah dan melengkapi sekaligus sebagai pembanding hasil- 

hasil penelitian yang sudah ada yang menyangkut topik yang sama.  

2. Sebagai refrensi dan informasi bagi peneliti- penelitian selanjutnya dengan 

topik yang sama  
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1.  Teori Pertumbuhan Ekonomi 

Salah satu indikator keberhasilan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari 

laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus dimbangi 

oleh distribusi pendapatan dan distribusi hasil pembangunan secara rata. 

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu ukuran Kuantitatif yang menggambarkan 

perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila 

dibandingkan dengan tahun sebenarnya (Sukirno, 2017). 

Pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan yang ditambah dengan 

perubahan , artinya ada tidaknya pembangunan ekonomi suatu negara pada suatu 

tahun tertentu tidak saja diukur dari kenaikan produksi barang dan jasa yang 

berlaku dari tahun ke tahun , tetapi juga perlu diukur dari perubahan lainnya yang 

berlaku dalam berbagai dalam aspek kegiatan ekonomi seperti perkembangan 

pendidikan, perkembangan teknologi, peningkatan dalam kesehataan , 

peningkatan dalam infrastruktur yang tersedia (Sukirno, 2017). 

Pertumbuhan ekonomi hanya mencatat peningkatan produksi barang dan 

jasa secara nasional, Sebagai pembanguna n memiliki dimensi lebih luas. Salah 

satu sasaran pembangunan ekonomi daerah adalah meningkatkan laju 

pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan pertumbuhan pendapatan Domestik 

Regional Bruto (PDRB) menurut harga konstan. Laju pertumbuhan PDRB akan 

memperlihatkan proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. 

Penjelasan proses ini karena mengadung unsur dinamis perubahan atau 

8 
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perkembangan. Oleh karena itu pemahaman tentang pertumbuhan ekonomi akan 

dilihat dalam kurun waktu seperti tahunan. Aspek tersebut berkaitan untuk 

dianalisis sehingga kebijakan-kebijakan ekonomi diterapkan oleh pemerintah 

untuk mendorong aktivitas perekonomian domestik dapat dilihat efektifitasnya. 

 

2.1.1.1. Teori Klasik 

a) Teori Pertumbuhan Adam Smith (Klasik) 

Adam Smith adalah ahli ekonomi klasik yang paling terkemuka. Bukunya 

yang sangat terkenal berjudul “An Inquiry into The Nature And Cause of The 

Wealth of Nations” terbit tahun 1776. Ia menyakini berlakunya “doktrin hukum 

alam” dalam persoalan ekonomi. Ia menganggap setiap orang paling tahu tehadap 

kepentingannya sendiri sehingga sebaiknya setiap orang dibebaskan untuk 

mengejar kepentingannya demi keuntungan sendiri. Ia pemganut paham 

perdagangan bebas dan penganjur kebijakan pasar bebas. Pasar persaingan 

sempurna adalah mekanisme pencipta keseimbangan otomatis yang akan 

menciptakan maksimisasi kesejahteraan ekonomi. Menurutnya terdapat tiga unsur 

pokok system produksi, unsur-unsur tersebut adalah 

1. Sumber daya alam yang tesedia 

2. Jumlah penduduk 

3. Stok barang modal 

Jumlah sumber daya alam merupakan batas maksimum bagi pertumbuhan 

ekonomi. Maksudnya jika sumber daya alam belum digunakan sepenuhnya, 

jumlah penduduk dan stok modal yang ada memegang peranan dalam 

pertumbuhan ouput. Tetapi pertumbuhan ouput akan berhenti jika sumber daya 
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alam telah digunakan secara penuh. Sedangkan sumber daya manusia mempunyai 

peran yang pasif dalam proses pertumbuhan outpot.(Kusreni, 2017) 

Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi agar meningkat semakin 

pesat. Proses pertumbuhan ekonomi merupakan fungsi tujuan pada akhirnya harus 

patuh pada fungsi kendala yakni keterbatasaan ekonomi apabila daya dukung 

alam tidak mampu lagi mengimbanginya. Keterbatasaan sumberdaya merupakan 

faktor yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, bahkan dapat menurunkan 

tingkat pertumbuhan ekonomi. 

Adam Smith memaparkan tentang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi 

dengan memandang kepada: 

a. Adanya Hukum Alam. ia sangat percaya dengan prinsip bahwa hanya 

individu sendirilah yang tahu akan kebutuhannya, tidak orang lain 

apalagi pemerintah. 

b. Peningkatan daya produktivitas tenaga kerja berhubungan dengan: 

• Meningkatnya keterampilan pekerja 

• Penghematan waktu dalam memproduksi barang 

• Penemuan mesin yang sangat menghemat tenaga 

c. Proses penumpukan (akumulasi) modal. Menurutnya, proses 

akumulasi modal meningkat seiring dengan meningkatnya tabungan, 

dan dari tabunganlah asalnya investasi. 

d. Tingkat keuntungan akan semakin menurun manakala tingkat 

persaingan semakin tinggi. Padahal persaingan berasal dari 

kemammpuan investasi yang memanjukkan perekonomian. 

e. Petani, pengusaha, dan produsen adalah merupakan agen pertumbuhan 
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dalam perekonomian. Bila pertanian meningkat maka usaha industry 

dan perniagaan semakin meningkat dan tentu saja akan memberikan 

dampak yang bagus bagi perekonomian. 

f. Proses pertumbuhan bersifat menggumpal (mengakumulatif), setiap 

peningkatan di bidang pertanian maka akan ada peningkatan di bidang 

industry dan perniagaan dan seterusnya sampai terjadi kelangkaan 

sumber daya sehingga perekonomian mengalami stasioner. 

b) Solow-Swan 

Teori ini memandang bahwa perekonomian akan tetap mengalami tingkat 

pengerjaan penuh (full employment) dan kapasitas peralatan modal akan tetap 

sepenuhnya digunakan sepanjang waktu. Sumber pertumbuhan dapat dibedakan 

menjadi pertumbuhan yang disebabkan oleh modal, tenaga kerja, dan perubahan 

dalam produktivitas. Perbedaan dalam produktivitas ini menjelaskan adanya 

perbedaan pertumbuhan antar negara, sedangkan yang mempengaruhi 

produktivitas adalah teknologi. Dengan mengasumsikan suatu tingkat tabungan 

dan tingkat pertumbuhan penduduk tertentu, model pertumbuhan Solow-Swan 

dapat menghasilkan berapa tingkat pendapatan per kapita suatu negara. Bentuk 

fungsi produksi ala model pertumbuhan Solow-Swan adalah: 

Q = f (K,L); K, L > 0 .................................................................. (2-1) 

Pada persamaan diatas Q adalah ouput bersih sesudah depresiasi, K adalah 

modal, dan L adalah tenaga kerja. Menurut Romer dan Well (Nazara, 1994) 

model diatas diperbaiki dengan memecah total factory productivity dengan cara 

memasukkan variabel lain yang dapat menjelaskan pertumbuhan. Model 

pertumbuhan ini selanjutnya disebut dengan model pertumbuhan endogen 
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(endogenous growth model). Dalam model pertumbuhan endogen ini dicari 

variabel yang dapat dimasukkan untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi lebih 

lanjut. Salah satu variabel yang dianggap dapat ikut menjelaskan pertumbuhan 

dari suatu ekonomi adalah variabel sumber daya manusia. Pada tahap selanjutnya, 

Solow berusaha memasukkan variabel perubahan teknologi dalam model 

pertumbuhan. Variabel perubahan teknologi ini menggambarkan kondisi 

pengetahuan masyarakat tentang metode-metode produksi, dimana saat teknologi 

berkembang maka tingkat efisiensi tenaga kerja juga akan naik. Dengan adanya 

kemajuan teknologi, model Solow akhirnya bias menjelaskan kenaikan yang 

berkelanjutan dalam output per pekerja. Tingkat tabungan yang tinggi mengarah 

ke tingkat pertumbuhan yang tinggi hanya jika kondisi steady-state dicapai. 

Dengan penambahan variabel baru ini maka persamaan awal dari Solow berubah 

menjadi: 

Y = f (K,L x E)… .......................... (2-2) 

Pada persamaan di atas E adalah variabel baru dari teknologi yang 

selanjutnya disebut efisiensi tenaga kerja, sedangkan L x E menunjukkan jumlah 

tenaga kerja yang efektif. Fungsi produksi yang baru ini menyatakan bahwa 

jumlah output (Y) adalah tergantung pada jumlah unit modal (K) dan jumlah 

pekerja yang efektif (L x E). 

c) Harrod-Domar 

Harrod-Domar adalah ahli ekonomi yang mengembangkan analisis Keynes 

yang menekankan perlunya penanaman modal dalam menciptakan pertumbuhan 

ekonomi. Oleh karena itu menurutnya setiap usaha ekonomi harus menyelamatkan 

proporsi tertentu dari pendapatan nasional yaitu untuk menambah stok modal 
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yang akan digunakan dalam investasi baru. Menurut Harrod-Domar ada hubungan 

ekonomi yang langsung antara besarnya stok modal dan jumlah produksi nasional 

(Arsyad, 1999). 

Asumsi yang digunakan oleh Harrod–Domar dalam teori pertumbuhan 

ekonomi ditentukan oleh beberapa hal-hal berikut. 

a) Tahap awal perekonomian telah mencapai tingkat full employment. 

b) Perekonomian terdiri atas sektor rumah tangga (konsumen) dan 

sektor perusahaan (produsen). 

c) Fungsi tabungan dimulai dari titik nol, sehingga besarnya tabungan 

proporsional dengan pendapatan. 

d) Hasrat menabung batas (Marginal Propencity to Save) besarnya 

tetap. 

Sehingga menurut Harrod – Domar pertumbuhan ekonomi yang teguh akan 

mencapai kapasitas penuh (full capacity) dalam jangka panjang. 

d) Schumpeter 

Teori Schumpeter menekankan tentang pentingnya peranan pengusaha 

dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi dan para pengusaha merupakan 

golongan yang akan terus-menerus membuat pembaruan atau inovasi dalam 

ekonomi. Hal ini bertujuan untuk peningkatan pertumbuhan perekonomian jika 

para pengusaha terus-menerus mengadakan inovasi dan mampu pengadakan 

kombinasi baru atas investasinya atau proses produksinya. 

Adapun jenis-jenis inovasi, di antaranya dalam hal berikut. 

a) Penggunaan teknik produksi 

b) Penemuan bahan dasar 
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c) Pembukaan daerah pemasaran. 

d) Penggunaan manajemen. 

e) Penggunaan teknik pemasaran 

2.1.1.2. Teori Pertumbuhan Neo Klasik 

Teori pertumbuhan ekonomi neo klasik mulai berkembang sejak tahun 

1950- an. Teori ini dikembangkan dengan dasar analisis mengenai pertumbuhan 

ekonomi dalam pandangan para tokoh tokoh ekonomi klasik. Teori pertumbuhan 

ekonomi neo klasik dikembangkan oleh Robert Solow dan Trevor Swan sehingga 

teori ini juga dikenal sebagai teori pertumbuhan ekonomi Solow-Swan. Teori 

pertumbuhan neo klasik tergantung kepada pertambahan penyediaan faktor-faktor 

produksi seperti penduduk, tenaga kerja, akumulasi modal, dan kemajuan 

teknologi (Yunianto, 2012). Pandangan ini memiliki dasar pada anggapan 

menurut aliran klasik dimana perekonomian akan tetap mengalami full 

employment dan kapasititas modal tetap akan sepenuhnya digunakan sepanjang 

waktu. Dengan demikian, perkembangan perekonomian akan tergantung pada 

pertambahan penduduk, akumulasi, dan kemajuan teknologi. 

a) Teori Keynes 

 Teori Keynes mengenai inflasi didasarkan atas teori makronya. 

Teori ini menyoroti aspek lain dari inflasi. Menurut teori ini, inflasi terjadi 

karena suatu masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan 

ekonominya.proses inflasi menurut pandangan ini , tidak lain adalah proses 

perebutan bagian rezeki diantara kelompok-kelompok sosial yang 

menginginkan bagian yang lebih besar daripada yang bisa disediakan oleh 

masyarakat tersebut.proses perebutan ini akhirnya diterjemahkan menjadi 
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keaadan dimana permintaan masyarakat akan barang-barang selalu melebihi 

jumlah barang-barang yang tersedia ( timbulnya apa yang disebut dengan 

inflationary gap). 

 Kaum klasik percaya bahwa perekonomian yang dilandaskan pada 

kekuatan pasar akan selalu menuju keseimbangan (equilibrium). Dalam posisi 

kesimbangan, kegiatan produksi secara otomatis akan mencipatkan daya beli 

untuk membeli barang-barang yang dihasilkan. Daya beli tersebut diperoleh 

sebagai balas jasa atas faktor-faktor produksi seperti upah, gaji, suku bunga, 

sewa dan balas jasa dari faktor-faktor produksi lainnya. Kaum klasik juga 

percaya bahwa dalam keseimbangan semua sumber daya, termasuk tenaga 

kerja, akan digunakan secara penuh (full-employed).  

 Dengan demikian di bawah system yang didasarkan pada 

mekanisme pasar tidak ada pengangguran. Kalau tidak ada yang bekerja, 

daripada tidak memperoleh pendapatan sama sekali maka mereka bersedia 

bekerja dengan tingkat upah yang lebih rendah. Jadi, dalam pasar persaingan 

sempurna mereka yang mau bekerja pasti akan memperoleh pekerjaan. 

Pengecualian, berlaku bagi mereka yang “pilih-pilih” pekerjaan, atau tidak 

mau bekerja dengan tingkat upah yang diatur oleh pasar. Tetapi kalau ada 

yang tidak bekerja karena kedua alas an yang disebutkan di atas, mereka ini 

oleh kaum klasik tidak digolongkan pada penganggur, melainkan 

pengangguran sukarela (voluntary-unemployment). (Mulyadi Subri: 2003). 

2.1.2. Pendapatan Nasional 

Pendapatan Nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor-

faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu 
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tahun tertentu (Nainggolan, 2020). Secara fiknitif, pendapatan nasional 

merupakan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam suatu 

negara, dalam kurun waktu tertentu, prinsip ini mewakili konsep Produk 

Domestik Bruto (PDB) atau Gross domestic Product (GDP) dan Produk Nasional 

Bruto (PNB) atau Gross National Product (GNP). 

Pendapatan nasional didasarkan pada harga berlaku dan harga tetap. 

Pendapatan nasional pada harga berlaku adalah nilai barang-barang dan jasa-jasa 

yang dihasilkan suatu negara dalam suatu tahun dan dinilai menurut harga yang 

berlaku pada tahun tersebut. Data pendapatan dalam berbagai tahun nilainya akan 

berbeda-beda dan menunjukan kecenderungan yang semakin meningkat dari 

tahun ketahun. Bahkan terkadang menunjukan penurunan meskipun tidak terlalu 

signifikan. 

Perubahan nilai disebabkan oleh dua faktor, yaitu perubahan secara fisik 

barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian dan kenaikan harga-harga 

yang berlaku dari satu periode ke periode lainnya. Untuk dapat menghitung 

kenaikan dari tahun ke tahun, barang dan jasa yang dihasilkan haruslah dihitung 

pada harga yang tetap, yaitu harga yang berlaku pada saat tahun tertentu yang 

seterusnya digunakan untuk menilai barang dan jasa yang dihasilkan pada tahun- 

tahun yang lain, nilai pendapatan nasional pada harga tetap atau pendapatan 

nasional riil. Barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian dapat dinilai 

dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan harga pasar dan menggunakan harga 

faktor. Barang dikatakan dinilai menurut harga pasar jika nilai barang tersebut 

menggunakan harga yang dibayar oleh pembeli. Jika menggunakan harga faktor 

maka sumbangan pendapatan nasional berasal dari jumlah pendapatan faktor- 
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faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan berang tersebut 

(Nainggolan, 2020). 

Pendapatan Nasional secara agregatif menunjukkan kemampuan suatu 

negara dalam menghasilkan pendapatan/ balas jasa kepada faktor-faktor produksi 

yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi daerah. Pendapatan nasional yang 

merupakan salah satu indikator ekonomi makro, merupakan variabel penting guna 

mencari hubungan di antara variabel-variabel lain dalam ekonomi makro. 

Perubahan di dalam variabel pendapatan nasional mempunyai pengaruh terhadap 

variabel yang lain. Pendapatan Nasional di anggap pilar utama penyangga Politik 

Ekonomi artinya kearah Pendapatan Nasional itulah hampir semua kebijakan di 

bidang perekonomian difokuskan. 

Tujuan dari perhitungan pendapatan nasional adalah untuk mendapatkan 

gambaran tentang tingkat ekonomi yang telah dicapai dan nilai output yang 

diproduksi, komposisi pembelanjaan agregat, sumbangan dari berbagai sektor 

perekonomian, serta tingkat kemakmuran yang dicapai (Sukirno,2008). Metode 

perhitungan pendapatan nasional merupakan salah satu cara untuk menentukan 

jumlah atau besar dari nilai pendapatan nasional tersebut. Selain untuk 

mengetahui jumlah pendapatan nasional suatu negara, metode perhitungan 

pendapatan nasional juga bisa dijadikan alat evaluasi. Di mana, Negara bisa 

menilai dan mengevaluasi kinerja para sumber daya manusianya dan mengukur 

produktivitas negaranya. 

Terdapat 3 (tiga) metode perhitungan yang bisa digunakan untuk 

mengetahui jumlah atau nilai dari pendapatan nasional, yaitu metode perhitungan 

pendapatan nasional dengan pendekatan produksi (Production Approach), 
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pendekatan pengeluaran (Expenditure Approach), dan pendekatan pendapatan 

(Income Approach). 

a. Pendekatan Produksi (Production Approach) 

Menurut pendekatan produksi, pendapatan nasional dihitung dengan cara 

menjumlahkan nilai produksi yang dihasilkan oleh sektor-sektor produktif. Cara 

ini menghasilkan Gross National Product atau GNP. Perhitungan dalam 

pendapatan nasional hanyalah nilai tambah (value added) dari masing-masing 

lapangan usaha/sektor-sektor ekonomi yang dihasilkan pada berbagai tahapan 

proses produksi. Dimana nilai tambah yang dimaksud adalah selisih antara nilai 

produksi dan nilai biaya yang dikeluarkan, yang terdiri atas bahan baku dan bahan 

penolong yang digunakan dalam proses produksi. (Manggala, 2020) 

Pendapatan produksi terbagi menjadi 9 sektor utama, yaitu : 

1) Sektor pertanian, peternakan,kehutanan dan perikanan 

2) Sektor pertambangan 

3) Sektor industri 

4) Sektor listrik, gas dan air bersih 

5) Sektor kontruksi 

6) Sektor perdagangan, hotel dan restoran 

7) Sektor pengangkutan dan komunikasi 

8) Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 

9) Sektor jasa lainnya. 

Rumus pendapatan nasional untuk pendekatan produksi : 

Y = ∑ Pn.Qn .................................................................................................... (2-1) 

Dimana : 
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Y = pendapatan nasional Pn = harga jual produk jadi 

Qn = jumlah produk diproduksi 

b. Pendekatan Pendapatan (Income Approach) 

Pendekatan pendapatan (income approach) adalah jenis pendekatan 

pendapatan nasional yang diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan dari 

berbagai faktor produksi yang memberikan sumbangan terhadap proses produksi. 

Metode pendekatan pendapatan merupakan pendapatan nasional hasil dari 

penjumlahan seluruh penerimaan yang diterima oleh pemilik faktor produksi 

dalam suatu negara selama satu periode atau satu tahun. Yang termasuk faktor 

produksi adalah tenaga kerja, modal, tanah, dan keahlian/kewirausahaan. Masing- 

masing dari faktor produksi akan menghasilkan pendapatan yang berbeda-beda, 

misalnya (Sumaryana et al., 2022): 

1) Tenaga kerja dapat memperoleh gaji/upah 

2) Pemilik modal akan mendapat bunga 

3) Pemilik tanah dapat memperoleh sewa 

4) Keahlian atau skill dapat memperoleh laba Rumus pendekatan pendapatan 

adalah sebagai berikut: 

Y = r + w + i + p .....................................................................................................(2-2) 

Dimana : 

Y = Pendapatan Nasional r = Upah/gaji 

w = Sewa i = Bunga 

p = Laba Usaha 

c. Pendekatan Pengeluaran (Expenditure Approach) 

Berdasarkan pendekatan pengeluaran, nilai pendapatan nasional dihitung 
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dengan menjumlahkan nilai pengeluaran sektor-sektor yang terlibat dalam 

perekonomian atau menjumlahkan pengeluaran dari masyarakat kedalam barang 

dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian. Masing-masing sektor 

perekonomian yaitu : 

1) Pengeluaran konsumsi rumah tangga (C) 

2) Pengeluaran Investasi (I) 

3) Pengeluaran konsumsi Pemerintah (G) 

4) Ekspor netto (X-M) 

Y = C + I + G + (X-M) ................................................................................................ (2-3) 

Keterangan : 

Y = Pendapatan nasional 

C = Konsumsi rumah tangga I = Investasi 

G = Pengeluaran Pemerintah X = Ekspor 

M = Impor 

Dengan menggunakan 3 metode pendekatan pendapatan nasional yaitu 

produksi, pendapatan, dan pengeluaran dapat membantu suatu negara untuk 

menentukan jumlah atau besarnya pendapatan nasional. Karena besar kecilnya 

pendapatan nasional suatu negara menentukan maju dan berkembangnya suatu 

negara karena berhubungan dengan laju perekonomian negara. 

Adapun komponen pendapatan nasional yaitu (Hidayah & Karlina, 

2020): 

a) Gross Domestic Product (GDP) atau Produk Domestik Bruto (PDB) adalah 

jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit 

produksi dalam suatu Negara (domestik) selama satu tahun. Dalam 



21  

 
 

perhitungan GDP ini, termasuk juga hasil produksi barang dan jasa yang 

dihasilkan oleh perusahaan atau orang asing yang beroperasi di Wilayah 

Negara yang bersangkutan. Barang-barang yang dihasilkan termasuk barang 

modal yang belum diperhitungkan penyusutannya, karenanya jumlah yang 

didapatkan dari GDP dianggap bersifat bruto atau kotor. 

b) Gross National Product (GNP) atau Produk Nasional Bruto (PNB) adalah 

nilai seluruh produk yang diproduksi seluruh masyarakat nasional di dalam 

dan di luar negeri pada periode tertentu. 

c) Net National Product (NNP) atau Produk Nasional Netto (PNN) adalah nilai 

GNP yang berubah karena penyusutan harga barang-barang modal. 

d) National Income (NI) atau Pendapatan Nasional (PN) adalah pendapatan 

agregat yang diperoleh oleh faktor-faktor produksi. Pendapatan nasional 

mengukur pendapatan agregat yang diterima oleh faktor-faktor produksi 

sebelum pajak (direct taxes) dan pembayaran transfer (transfer payment). 

e) Personal Income (PI) atau Pendapatan Perseorangan (PP) adalah nilai NI 

yang dikurangi jaminan sosial, pajak perusahaan, laba yang ditahan, dan 

ditambah pembayaran pindahan (transfer payment). Pembayaran pindahan 

adalah tunjangan yang diberikan Negara kepada individu untuk 

mensejahterakan masyarakat dan menambah pendapatan seseorang. 

f) Disposable Income (DI) atau Pendapatan Bebas (PB) adalah jumlah 

pendapatan yang secara aktual tersedia bagi rumah tangga yang siap untuk 

dibelanjakan atau digunakan. Pendapatan Disposable diperoleh dengan cara 

Pendapatan Nasional dikurangi Pajak perorangan (personal taxes) dan 

kewajiban-kewajiban bukan pajak (nontaxes liabilities). 
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Pendapatan negara tersebut sangat berpengaruh bagi keberhasilan proses 

pembangunan nasional sumber dan pengalokasian anggaran dapat di gambarkan 

sebagai berikut: 

b. penerimaan perpajakan 

1) pajak dalam negeri (PPh, PPN, PBB, cukai dan lainnya 

2) pajak perdangan internasional (bea masuk dan pajak import) 

c. penerimaan bukan pajak 

1) pajak dalam negeri (PPh, PPN, PBB, cukai dan lainnya. 

2) Penerimaan dalam negeri adalah semua penerimaan yang diterima oleh 

negara dalam bentuk penerimaa perpajakan dan peneimaan bukan pajak. 

Penerimaan pemerintah dari dalam negeri berasal dari minyak bumi, gas 

alam (migas) dan non migas. Penerimaan dari sektor tersebut digunakan 

pemerintah untuk menutup pengeluaran rutin pemerintah. Penerimaan 

pemerintah dari sektor non migas terdiri atas pajak dan non pajak. 

2.1.3. Teori UMKM  

Pengertian UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Menurut Undang 

Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Menengah Kecil dan 

Mikro) adalah: Usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha 

perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang ini. Kriteria Usaha Mikro menurut Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2008 Pasal 6, Usaha Mikro adalah:  

1. Memiliki usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha 

perorangan yang memiliki memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50 

juta tidak temasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil 
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penjualan tahunan paling banyak Rp 300 juta.  

2. Milik warga negara Indonesia  

3. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak prusahaan atau cabang prusahaan 

yang tidak dimiliki, dikuasai, atau berfaliasi baik langsung maupun tidak 

langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar  

4. Berbentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan 

hukum, atau usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.  

Adapun Ciri-ciri dari usaha mikro menurut (Indriyatni, 2013) adalah:  

1. Jenis barang usahanya tidak tetap,dapat berganti pada periode tertentu  

2. Tempat usahanya tidak selalu menetap, dapat berubah sewaktu-waktu  

3. Belum melaksanakan administrasi keuangan yang sederhana dan tidak 

memisahkan antara keuangan keluarga dengan keuangan usaha; Sumber 

daya manusia (pengusaha) belum memiliki jiwa enterpreuner yang 

memadai  

4. Tingkat pendidikan rata-rata relatif rendah  

5. Pada umumnya belum akses ke perbankan, namun sebagian dari mereka 

sudah akses ke lembaga keuangan non bank  

Umumnya tidak mempunyai izin usaha atau prasyaratan legalitas lainnya 

termasuk Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, 

Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

(PP UMKM) telah diterbitkan oleh pemerintah bersama 48 peraturan pelaksana 

lainnya dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta 

Kerja) pada 16 Februari 2021 lalu. PP UMKM tersebut mengubah beberapa 
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ketentuan yang sebelumnya telah diatur di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 

2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM). Salah satunya 

adalah aturan terkait kriteria UMKM itu sendiri. 

Kriteria UMKM yang baru diatur di dalam Pasal 35 hingga Pasal 36 PP 

UMKM. Berdasarkan pasal tersebut, UMKM 

dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. 

Kriteria modal usaha digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan 

UMKM yang didirikan setelah PP UMKM berlaku. Kriteria modal tersebut terdiri 

atas: 

• Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak 

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan 

tempat usaha 

• Usaha Kecil rnemiliki modal usaha lebih dari Rpl.000.000.000,00 (satu miliar 

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar 

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha 

• Usaha Menengah merniliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima 

miliar rupiah) sampai tlengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh 

rniliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 

Sedangkan bagi UMKM yang telah berdiri sebelum PP UMKM berlaku, 

pengelompokkan UMKM dilakukan berdasarkan kriteria hasil penjualan tahunan. 

Kriteria hasil penjualan tahunan terdiri atas: 

• Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak 

Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) 
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• Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 

(dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00(lima 

belas miliar rupiah) 

• Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 

Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling 

banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). 

Nilai nominal kriteria di atas dapat diubah sesuai dengan perkembangan 

perekonomian. Selain kriteria modal usaha dan hasil penjualan tahunan, 

kementerian/lembaga negara dapat menggunakan kriteria lain seperti omzet, 

kekayaan bersih, nilai investasi, jumlah tenaga kerja, insentif dan disinsentif, 

kandungan lokal, dan/atau penerapan teknologi ramah lingungkan sesuai 

dengan kriteria setiap sektor usaha untuk kepentingan tertentu (Pasal 36 PP 

UMKM). 

2.2. Penelitian Terdahulu 

Adapun penelitian terdahulu sesuai dengan judul penelitian sebagai berikut 

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu 

No Nama Judul Hasil Penelitian 

1 Andi,dkk 

(2022) 

Peran UMKM dalam 

Peningkatan 

Pendapatan 

Masyarakat di Desa 

Kaloling 

Membangun keunggulan bersaing 

potensi desa melalui rekayasa 

bisnis berkelanjutan dengan 

penerapan inovasi teknologi bisnis 

digital di Desa Kaloling 

Kecamatan Gantarangkeke 

Kabupaten Bantaeng.  

2 Aliyah (2022) PERAN USAHA 

MIKRO KECIL 

DAN MENENGAH 

(UMKM) 

UNTUK 

MENINGKATKAN 

KESEJAHTERAAN 

MASYARAKAT 

Hasil dari penelitian ini ditinjau 

dari aspek ekonomi menyatakan 

bahwa keberadaan usaha mikro 

kecil dan menengah (UMKM) 

memiliki peranan yang penting 

dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Dengan 

semakin tingginya tingkat 



26  

 
 

kesejahteraan masyarakat, maka 

akan semakin baik pertumbuhan 

serta pembangunan ekonomi 

negara.  

3 Hindayani 

(2023) 

Analisis Peranan 

Usaha Mikro, Kecil, 

dan Menengah 

(UMKM) dalam 

Meningkatkan 

Perekonomian 

Masyarakat 

UMKM yang berada di desa 

Sembung kecamatan Narmada 

mengalami perkembangan yang 

positif baik dari jumlah UMKM 

yang bertambah maupun dari 

pendapatan masyarakat yang 

menjadi lebih baik, selain itu 

kegiatan UMKM berpengaruh 

positif terhadap kesejahteraan 

pemilik serta meningkatkan 

perekonomiannya.  

2.3. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual menjadi pedoman peneliti untuk menjelaskan 

secara sistematis teori yang digunakan dalam penelitian. Berdasarkan uraian di 

atas, gagasan tersebut dapat digambarkan sebagai kerangka berikut: 

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 TAHAP 2 

Menganalisis perkembangan UMKM 

di Daerah Binjai 

 

TAHAP 3 

Menganalisis Pendapatan Masyarakat 

di Daerah Binjai 

 

TAHAP 4 

Menganalisis perbandingan 

pendapatan masyarakat terkait 

perkembangan UMKM di Daerah 

Binjai 

 

TAHAP 1 

Menganalisis tingkat konsumsi di 

Sumatera Utara  
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1. Pendekatan Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah 

kualitatif, yaitu penelitian yang dirancang untuk mengumpulkan dan menyajikan 

data dari perusahaan untuk dianalisis guna memberikan gambaran yang cukup 

jelas tentang objek penelitian. Data kualitatif adalah data yang berhubungan 

dengan kategorisasi (pengelompokan), yang sifatnya menunjukkan kualitas dan 

bukan angka atau nilai kuantitatif tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini akan 

mendeskripsikan perbandingan pendapatan masyarakat dari perkembangan 

UMKM di Kota Binjai. 

3.2. Definisi Operasional 

 

Tabel 3.1 Definisi Operasional 

No Variabel Definisi Operasional Indikator Sumber data 

1. Pendapatan 

Masyarkat 

Data Pendapatan 

Masyarakat 

Jumlah pendapatan 

per bulan, jumlah 

anggota keluarga, 

jumlah pengeluaran 

Responden 

2. UMKM  Data Perkembangan 

UMKM  

Jumlah UMKM, 

jumlah tenaga kerja 

yang terserap 

Responden 

 

3.3. Tempat dan Waktu Penelitian 

3.3.1 Tempat Penelitian 

Penelitian dan pengambilan data dilakukan pada Masyarakat terdampak 

sekitaran Kota Binjai yang memiliki UMKM. 
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3.3.2. Waktu Penelitian 

Adapun waktu penelitian direncanakan selama 4 bulan dari bulan Mei 

sampai dengan bulan Agustus 2023. 

3.4. Jenis dan Sumber Data 

3.4.1. Jenis Data 

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah berupa data 

kualitatif seperti dalam bentuk keterangan, seperti informasi tentang 

pendapatan masyarakat dan pertumbuhan UMKM di Binjai. 

3.4.2. Sumber Data 

Sumber data dari penelitian ini menggunakan data primer dan 

sekunder. Data primer yaitu data yang didapat dengan melakukan 

penelitian langsung berupa menyebarkan kuesioner wawancara langsung. 

Sementara data sekunder merupakan data yang telah diukumpulkan oleh 

lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna 

data. Dalam hal ini diperoleh data tersebut berbagai literatur- literatur 

seperti instansi atau dinas koperasi dan umkm Binjai. 

3.5. Populasi dan Sampel 

3.5.1. Populasi 

Menurut (Sekaran dan Bougie, 2017) populasi (population) adalah 

keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal minat yang ingin diinvestigasi 

oleh peneliti. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh 

Masyarakat yang berada di sekitaran UMKM dengan jumlah tidak terhingga. 

Sampel adalah sebagian dari objek, manusia, atau kejadian yang mewakili 
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populasinya. Yang berarti sampel merupakan sebagian dari populasi umtuk 

mewakili karakteristik populasi yang diambil untuk keperluan penelitian.  

3.5.2. Sampel 

Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik 

accidental sampling, Menurut (Sugiyono, 2016) accidental sampling adalah 

mengambil responden sebagai sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja 

yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel 

bila orang yang kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data. 

3.6. Teknik Pengumpulan Data 

(Sugiyono, 2017)menyebutkan bahwa penelitian kualitatif pengumpulan 

data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah). Teknik pengumpulan 

data menggunakan data primer (kuesioner) dan data sekunder (dokumentasi).  

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah dengan 

cara: 

a) Studi dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

mengumpulkan perpajakan untuk keperluan pembahasan penelitian. 

b) Penyebaran angket, yaitu melakukan komuinikasi langsung dua arah kepada 

narasumber, dalam hal ini kepada wajib pajak UMKM di Kota Medan. 

3.7. Teknik Analisis Data   

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis deskriptif. Menurut (Sugiyono, 2019) “Teknik analisis deskriptif adalah 

metode yang berusaha mengumpulkan data yang sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya, mengelola, menganalisis, menginterpretasikan data yang yang 

diperoleh sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan 
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yang diteliti serta informasi dalam mengambil keputusan. Metode deskriptif 

adalah metode analisis dengan mengumpulkan data terlebih dahulu yang 

kemudian diklarifikasi, dianalisis yang selanjutnya diinterprestasikan sehingga 

memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan yang di teliti. Dalam hal ini 

peneliti manganalisis pendapatan masyarakat dan pertmbuhan UMKM di Binjai 

dengan tahapan : 

1. Menentukan responden penelitian yang akan diwawancara 

2. Melakukan wawancara kepada responden 

3. Menganalisis data penelitian 

4. Melakukan interprestasi data penelitian dan mendeskripsikannya 

5. Menarik kesimpulan 
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 BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1. Tingkat Konsumsi Sumatera Utara 

4.1.1.1. Pengeluaran Perkapita 

Pengeluaran Perkapita Pada tahun 2022, rata-rata pengeluaran penduduk 

untuk konsumsi di Provinsi Sumatera Utara sebesar 1.216.497 

rupiah/kapita/bulan. Nilai ini naik dari 1.142.717 rupiah/kapita/bulan pada tahun 

2021 dan 1.124.253 rupiah/kapita/bulan pada tahun 2020. Jika dilihat dari trennya, 

pertumbuhan rata-rata pengeluaran penduduk untuk konsumsi di Provinsi 

Sumatera Utara dari tahun 2020 s.d. 2022 terus meningkat. Pada tahun 2022 

terjadi peningkatan pengeluaran sebesar 6,06 persen terhadap tahun 2021. Begitu 

juga pada tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar 1,64 persen terhadap tahun 

2020. Dengan demikian secara umum di Sumatera Utara, pengeluaran penduduk 

untuk konsumsi juga meningkat. Pada tahun 2022 Kabupaten/Kota dengan 

pengeluaran per kapita sebulan terbesar adalah Kota Medan, Kota Sibolga, 

Kabupaten Karo, Kabupaten Toba Samosir, Kota Pematang Siantar dan Kota 

Tebing Tinggi. Selanjutnya, Kabupaten dengan nilai pengeluaran terendah di 

tahun 2022 adalah penduduk Kabupaten Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, 

Nias dan penduduk Kota Gunungsitoli. Pengeluaran penduduk di Kota 

Gunungsitoli menjadi yang paling tinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya 

yang berada di Pulau Nias.  

31 
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Hal ini menunjukkan bahwa secara umum pengeluaran per kapita sebulan 

di kota besar lebih tinggi jika dibandingkan wilayah kabupaten. Namun secara 

keseluruhan tren pengeluaran yang meningkat, terjadi di sebagian besar 

kabupaten/kota di Sumatera Utara. Meskipun demikian, ada 6 Kabupaten/Kota 

yang mengalami penurunan pengeluaran untuk konsumsi pada tahun 2022. 

Kabupaten/Kota tersebut adalah Kabupaten Karo, Kabupaten Labuhanbatu 

Selatan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota 

Gunungsitoli dan Kabupaten Nias Selatan. Asumsi yang selama ini digunakan 

oleh BPS adalah “Pengeluaran berbanding lurus dengan pendapatan rumah 

tangga”. Itu artinya pendapatan rumah tangga di kota-kota di Sumatera Utara 

secara rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan rumah tangga yang 

ada di wilayah kabupaten. Sehingga hal ini masih menjadi salah satu faktor 

pendorong bagi sebagian penduduk di daerah perdesaan untuk bermigrasi ke kota 

besar dengan alasan “ingin mengadu nasib”. 

Gambar 4.1. Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan (Rupiah) Menurut 

Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2020 s.d. 2022 
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4.1.1.2 Hukum Engel dan Kesejahteraan Rumah Tangga  

“Income spent on food, as a percentage of overall income,decreases as 

income increases, other factors remaining constant” (Ernst Engel,1857) Petikan 

kalimat di atas dikenal dengan sebutan Hukum Engel, yang dicetuskan 

olehseorang statistisi asalJermanbernamaErnstEngel. Menurut Hukum Engel, 

semakin meningkat pendapatan seseorang, maka persentase pendapatan yang 

dihabiskan untuk makanan akan semakin menurun, dengan asumsi faktor lainnya 

tetap (ceteris paribus). Sesuai dengan Hukum Engel, daerah perkotaan di 

Sumatera Utara terlihat memiliki kesejahteraan yang secara relatif lebih tinggi 

dibandingkan dengan daerah perdesaan. Hal ini ditandai dengan lebih besarnya 

pengeluaran penduduk di perkotaan (Rp. 1.358.335- per kapita per bulan) 

dibandingkan dengan penduduk di perdesaan (Rp. 1.035.638,- per kapita per 

bulan).  

Kesejahteraan rumah tangga yang diukur dengan konsumsi berkaitan 

dengan status kemiskinan rumah tangga. Secara teoritis, Hukum Engel 

menyatakan bahwa peningkatan pendapatan per kapita akan menyebabkan 

penurunan proporsi pengeluaran konsumsi untuk makanan. Permasalahan 

kemiskinan berkaitan erat dengan kesejahteraan rumah tangga dalam memenuhi 

kebutuhan dasar hidup, baik pemenuhan kebutuhan dasar makanan maupun bukan 

makanan. Pola konsumsi rumah tangga menjadi aspek dasar dalam mengukur 

kesejahteraan rumah tangga sehingga status kemiskinan rumah tangga yang 

menjadi salah satu ukuran yang mencerminkan tingkat konsumsi rumah tangga 

dapat menggambarkan kesejahteraan rumah tangga tersebut. Data konsumsi 

menjadi data pokok dalam perhitungan penduduk miskin yang digunakan untuk 
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melihat seberapa jauh pembangunan ekonomi yang dilakukan dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat (BPS, 2010). Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis pola konsumsi rumah tangga dengan melihat 

gambaran umum, elastisitas pendapatan dari beberapa komoditas, serta variabel-

variabel sosial ekonomi yang memengaruhi pengeluaran konsumsi rumah tangga 

sehingga hasilnya dapat digunakan untuk menunjang peningkatan kesejahteraan 

penduduk di Kota Binjai. 

Gambar 4.2. Persentase Konsumsi Makanan dan Non Makanan 

Menurut Kabupaten/Kota Sumatera Utara,2022 
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Selanjutnya, persentase untuk konsumsi makanan di perkotaan yang 

berkisar 50,76 persen, lebih kecil dibandingkan dengan persentase konsumsi 

makanan di perdesaan yang berkisar 60,96 persen. Meskipun demikian disparitas 

antara daerah perkotaan dan perdesaan tersebut makin kecil dalam 4 tahun 

terakhir. Gambar 2 menunjukkan persentase konsumsi makanan dan bukan 

makanan di kabupaten/kota di Sumatera Utara. Persentase konsumsi makanan 

terendah terdapat di Kota Medan yang hanya menyisihkan uang kurang dari 50 

persen untuk belanja makanan. Sedangkan, Kabupaten Mandailing Natal, 

Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Simalungun, Karo, Humbang Hasundutan, Nias 

Selatan, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, , dan Kabupaten Nias Utara 

memiliki persentase konsumsi makanan tertinggi, yakni lebih dari 60 persen. 

Menurut Hukum Engel, kabupaten-kabupatentersebut masih kalah sejahtera 

(ditinjau dari segi pengeluaran) jika dibandingkan kabupaten/kota yang memiliki 

persentase konsumsi makanan lebih rendah. 

 

4.1.1.3. Konsumsi Makanan dan Minuman Jadi  

Pada umumnya, ibu rumah tangga di daerah perkotaan, yang dikarenakan 

oleh kesibukan nya bekerja atau dan kegiatan lainnya di masyarakat, membuat 

konsumsi rumah tangga terhadap makanan dan minuman jadi semakin besar. Pada 

tahun 2022, pengeluaran untuk konsumsi makanan dan minuman jadi di Provinsi 

SumateraUtaramencapai25,81persen dari total pengeluaran rumah tanggauntuk 

makanan. Penduduk yang tinggal di perkotaan cenderung membelanjakan lebih 

banyak (28,79 persen) makanan dan minuman jadi dibandingkan dengan 

penduduk yang tinggal di perdesaan (21,65 persen). Hal ini disebabkan oleh dua 
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faktor utama, yaitu permintaan dan penawaran. Dari sisi permintaan, kesibukan 

ibu yang bekerja menjadi salah satu penyebabnya, sedangkan dari sisi penawaran, 

semakin banyaknya pedagang makanan dan minuman jadi yang berada di 

perkotaan. 

Gambar 4.3. Proporsi Pengeluatan untuk Bahan Makanan dan Non 

Makanan Menurut Kabupaten/Kota Sumatera Utara,2022 

 

Kabupaten Nias Selatan yang didominasi daerah perdesaan, menjadi 

daerah dengan proporsi konsumsi makanan dan minuman jadi terkecil (9,42 

persen) di Sumatera Utara. Sedangkan, Kota Sibolga menjadi daerah dengan 

proporsi konsumsi makanan dan minuman jadi terbesar di Sumatera Utara. Jika 

penduduk Kabupaten Nias Selatan hanya membeli makanan dan minuman jadi 

sekitar 9,62 persen dari total belanja untuk makanan, maka penduduk Kota 

Sibolga rata-rata menghabiskan 38,96 persen dari total belanja makanan untuk 

membeli makanan dan minuman jadi. 

Berikut adalah tingkat konsumsi makanan dan minuman di Kota Binjai : 
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Tabel 4.1. Tingkat Konsumsi Makanan Dan Minuman Di Kota Binjai 

 

 Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwasannya tingkat konsumsi 

makanan dan minuman di Kota Binjai mayoritas berasal dari makanan dan 

minuman dengan pengeluaran 643.00/kapita/bulan, sementara dari non makanan 

sebesar 578.092/kapita/bulan. Dari segi makanan dan minuman kategori 

pengeluarannya dikuasai oleh makanan dan minuman jadi, sedangkan dari segi 

non makanan dikuasai oleh kategori perumahan dan fasilitas rumah tangga. 
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4.1.2. Perkembangan UMKM di Kota Binjai 

4.1.2.1 Peran UMKM di Indonesia 

Peran UMKM terhadap Perekonomian di Indonesia UMKM merupakan 

bagian penting dari perekonomian negara karena telah memberikan kontribusi 

yang besar dalam mendorong perekonomian, antara lain kontribusinya dalam 

membuka kesempatan kerja baru sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi dan 

sebagai sumber inovasi. Eksistensi dan peran UMKM harus dipelihara dan dijaga 

kesinambungannya dalam membentuk perekonomian yang tangguh. Namun 

banyak perkembangan UMKM masih terbatas pada modal sehingga perlu adanya 

pembiayaan untuk mendukung perkembangan tersebut. Di Indonesia banyak 

fasilitas kredit atau pembiayaan yang ditawarkan, baik dari bank konvensional 

maupun bank syariah. (BPS, 2015) Pemerintah dan masyarakat telah sepenuhnya 

melihat peran dan kontribusi pengusaha kalangan UMKM di Indonesia. Dengan 

kontribusi yang sangat besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), tentunya 

UMKM dapat menunjukkan perannya sebagai tulang punggung perekonomian di 

Indonesia.  

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, UMKM atau Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah memiliki pengertian sebagai Usaha Mikro, yaitu 

usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang 

memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. 

Sebagai Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 

yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau 

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau 
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Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang. 

Sebagai Usaha Menengah yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau 

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau 

Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. 

UMKM yang ada di Indonesia, sebagian besar merupakan kegiatan usaha 

rumah tangga yang dapat menyerap banyak tenaga kerja. Berdasarkan data dari 

Kementerian Koperasi dan UKM, di Indonesia pada tahun 2019, terdapat 65,4 juta 

UMKM. Dengan jumlah unit usaha yang sampai 65,4 juta dapat menyerap tenaga 

kerja 123,3 ribu tenaga kerja. Ini membuktikan bahwa dampak dan kontribusi dari 

UMKM yang sangat besar terhadap pengurangan tingkat pengangguran di 

Indonesia. Dengan semakin banyaknya keterlibatan tenaga kerja pada UMKM itu 

akan membantu mengurangi jumlah pengangguran di negara ini. 

Saat ini, UMKM sedang dalam tren yang positif dengan jumlahnya yang 

terus bertambah setiap tahunnya. Tren positif ini akan berdampak baik bagi 

perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, 

kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional sebesar 60,5%. Ini menunjukkan 

bahwa UMKM yang ada di Indonesia sangat potensial untuk dikembangkan 

hingga dapat berkontribusi lebih besar lagi bagi perekonomian. 

Selaku penyelenggara negara, pemerintah dapat membantu para pelaku 

UMKM agar lebih berkembang lagi. Pemerintah Republik Indonesia telah 
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membantu para UMKM dengan cara memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR). 

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, pertumbuhan KUR 

sebesar Rp 178,07 triliun atau kurang lebih 16,25% pada tahun 2020 dan sebesar 

Rp1 92,59 triliun atau kurang lebih 8,16% pada tahun 2021. Ini juga 

membuktikan, para pelaku UMKM sangat membutuhkan suntikan dana dalam 

mengembangkan usahanya. 

Pemerintah juga telah melakukan pemberian kredit kepada para pelaku 

usaha mikro yang berada di lapisan terbawah dan belum difasilitasi Kredit Usaha 

Rakyat (KUR) atau non perbankan. Berdasarkan data dari Badan Layanan Umum 

(BLU) Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Penyaluran Usaha Mikro (UMi) sejak 

2017 sampai dengan 2022 telah mencapai Rp26, 2 triliun kepada 7,4 juta debitur. 

Ini membuktikan, masih banyaknya para pelaku usaha mikro yang belum 

terfasilitasi oleh KUR dari perbankan. 

Pemerintah Indonesia sebaiknya berpihak dan fokus kepada para pelaku 

UMKM agar mudah mendapatkan kegiatan pemberdayaan UMKM, baik dari sisi 

permodalan maupun dari sisi pengembangan kapasitas usaha. Sektor UMKM 

yang terbukti mampu menyerap jumlah tenaga kerja yang besar juga merupakan 

solusi untuk mengurangi jumlah pengangguran. Tren positif ini yang perlu terus 

dijaga pertumbuhannya agar sektor UMKM dalam skala yang besar mampu 

mengatasi masalah pengangguran di Indonesia. 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 menyatakan, tujuan Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi 

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan 



41  

 
 

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan 

sosial. Jika kita kaitkan pemberdayaan UMKM dengan tujuan bernegara memiliki 

korelasi yang sangat erat bagaimana negara berusaha memajukan kesejahteraan 

umum melalui pemberdayaan UMKM. 

4.1.2.2. Perkembangan UMKM di Sumatera Utara 

Di Sumatera Utara Perkembangan jumlah UMKM  cukup baik, hal ini 

dapat memberikan kontribusi yang cukup baik bagi penumbuhan ekonomi di 

Sumut, ujarnya. Terkait pengembangan UMKM yang berdaya saing, telah 

dikembangkan program permasyarakatan dan pelatihan kewirausahaan, magang 

wirausaha, inkubator bisnis serta meningkatnya dukungan pembiayaan oleh 

Pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). 

Adapun data PDRB UMKM di Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel 

berikut : 

Tabel 4.2. PDRB atas Harga Dasar Menurut Jenis Usaha Sumatera Utara 

(dalam Milyar) 

 

Jenis Usaha 2020 2021 2022 

Pertanian, 

kehutanan dan 

Perikanan 

37.900 37.768 39.018 

Pertambangan dan 

Penggalian 

10.485 10.386 10.832 

Industri 

Pengolahan 

6.059 6.212 6.472 

Konstruksi 13.900 13.837 13.511 

Perdaganan Besar 

dan Eceran, 

Reparasi 

19.238 20.051 23.327 

Transportasi dan 

Pergudangan 

7.057 8.433 9.044 

Akomodasi dan 

Makan Minum 

1.649 1.550 2.052 

Jasa Keuangan 2.356 2.236 2.104 
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Real Estate 5.446 5.667 5.892 

Jasa Lainnya 1.914 1.957 2.223 

Sumber : BPS (2023) 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jenis usaha yang memiliki 

PDRB tertinggi di Sumatera Utara dikuasai oleh sektor Pertanian, kehuranan dan 

Perikanan kemudian disusul oleh sektor Perdaganan Besar dan Eceran, Reparasi, 

dan PDRB terendah di Sumatera Utara berada pada sektor Akomodasi, Makan 

dan Minum serta Reparasi. 

Binjai adalah Ibukota Kabupaten Langkat yang kemudian dipindahkan ke 

Stabat. Binjai berbatasan langsung dengan Kabupaten Langkat di sebelah Barat 

dan Utara serta Kabupaten Deli Serdang di sebelah Timur dan Selatan. Kota 

Binjai sendiri mengalami perkembangan karena bagian dari luasnya wilayah 

kekuasaan kesultanan langkat. Saat ini total UMKM sebanyak 20.852 UMKM. 

UMKM mempunyai potensi basis ekonomi yang kuat karena jumlah UMKM 

yang sangat banyak dan daya serap tenaga kerja sangat besar.(Dinas Koperasi dan 

UMKM Binjai,2022). 

Pengembangan UMKM merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah 

daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam rangka memberdayakan Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah melalui pemberian fasilitas bimbingan pendampingan dan 

bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan serta 

daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pengembangan UMKM yang 

dilakukan oleh Pemerintah Kota Binjai sebagai satu kesatuan dalam upaya  

meningkatkan perekonomian daerah dan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 
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Adapun strategi pengembangan UMKM yang telah dilakukan di Kota 

Binjai, antara lain : 

1. Adanya Program e-warung dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Binjai 

untuk mendukung pemasaran produk-produk UMKM yang ada di Kota 

Binjai. 

2. Adanya program pendampingan untuk pelaku usaha UMKM di Kota 

Binjai setiap tahunnya berupa pelatihan dan bantuan baik untuk peralatan 

dan permodalan.  

Kegiatan UMKM berkontribusi dalam memberikan lapangan kerja, dan 

memegang peranan penting dalam perekonomian Kota Binjai. Jumlah usaha di 

Kota Binjai pada tahun 2016 berjumlah 20.852 perusahaan atau sekitar 2,23% dari 

total usaha di Provinsi Sumatera Utara. Jumlah usaha tersebut jika dibandingkan 

dengan jumlah usaha tahun 2006 (sekitar 23.400 unit usaha) mengalami 

peningkatan sebesar 12,39% 

Adapun data UMKM di Kota Binjai tahun 2022 sebagai berikut : 

Tabel 4.3. Jumlah UMKM di Kota Binjai 

No Skala usaha Jumlah 

1 Mikro 23.639 

2 Kecil 2.269 

3 Menengah 345 

4 Besar 24 

Jumlah 26.277 

     Sumber : Diskop Binjai (2023)  

Berdasarkan hasil Sensus Ekonomi tahun 2021, jumlah usaha mikro dan 

kecil (UMK) di Kota Binjai mencapai 25.908 unit usaha dan usaha menengah 

besar (UMB) mencapai 369 unit usaha.  
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4.1.2.3. Pendapatan Masyarakat Kota Binjai 

Dalam mengukur kondisi ekonomi seseorang atau rumah tangga, salah 

satu konsep pokok yang paling sering digunakan yaitu melalui tingkat 

pendapatan. Pendapatan menunjukkan seluruh uang atau hasil material lainnya 

yang dicapai dari penggunaan kekayaan atau jasa yang diterima oleh seseorang 

atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi 

(Winardi dalam Usman, 2016;32). Dengan kata lain pendapatan dapat juga 

diuraikan sebagai keseluruhan penerimaan yang diterima pekerja, buruh atau 

rumah tangga, baik berupa fisik maupun non fisik selama ia melakukan pekerjaan 

pada suatu perusahaan instansi atau pendapatan selama ia bekerja atau berusaha.  

Tingkat kesejahteraan rumah tangga/ penduduk di suatu wilayah, dapat 

dilihat dari tingkat pendapatannya. Sementara itu, tingkat pendapatan dari rumah 

tangga/penduduk di daerah tersebut, dapat diukur dengan menggunakan 2 (dua) 

cara, yaitu : 

1. Pendekatan Pendapatan 

Tingkat pendapatan dari rumah tangga/penduduk tersebut dilihat dari 

perkembangan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dari suatu daerah. 

Perkembangan PDRB tersebut terkadang tidak mencerminkan keadaan 

perkembangan tingkat pendapatan rumah tangga penduduk yang sebenarnya di 

suatu wilayah. 

2. Pendekatan Pengeluaran 

Pengeluaran diperoleh dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 

(SUSENAS) yang dilakukan di suatu wilayah. Pada penelitian ini akan dibahas 

perkembangan tingkat pendapatan rumah tangga/penduduk dengan menggunakan 
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pendekatan pengeluaran yaitu dengan cara menelaah data-data hasil Susenas. 

Adapun pendapatan masyarakat Binjai berdasarkan tingkat pengeluaran 

masyarakat per kapita diuraikan pada tabel berikut : 

Tabel 4.4. Tingkat Pengeluaran Masyarakat Binjai perkapita  

(ribu rupiah) 

Kabupaten Kota 

Indeks Pembangunan Manusia (Metode Baru) 

2020 2021 2022 

Binjai 75.89 76.01 76.95 

Sumber : BPS (2023) 

 Dari tabel di atas dapat dilihat rata-rata pengeluaran rumah tangga di Kota 

Binjai dari tahun 2020-2022 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pada 

tahun 2020 rata-rata pengeluaran masyarakat binjai per hari sebesar per harinya 

mencapai 75.090, kemudian pada tahun 2021 sebesar 76.010, dan  pada tahun 

2022 sebesar 76.950, ini menunjukkan pengeluara masyarakat yang meningkat 

akibat meningkatnya kebutuhan dan pendapatan masyrakat. 

Tabel 4.5 Persentase Penduduk dan Persentase Pengeluaran per Kapita 

Menurut Golongan Pengeluaran per Kapita Sebulan di Kota Binjai, 2022 

 

 

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2022 
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Berdasarkan hasil Susenas 2022, data belum di publis, sehingga masih 

menggunakan angka pada tahun 2021, maka menurut hasil susenas 2021 pada 

(Tabel 4.1) persentase pengeluaran per kapita terbanyak di Kota Binjai adalah 

pada golongan pengeluaran 500.000 - 749.999 rupiah yaitu sebesar 14,26 persen. 

Kemudian disusul pada golongan pengeluaran antara 750.000 sampai dengan 

999.999 rupiah sebesar 17,54 persen, golongan pengeluaran lebih dari 1.500.000 

yaitu sebesar 39,11 persen, golongan pengeluaran antara 1.000.000 sampai 

dengan 1.249.999 rupiah sebesar 15,17 persen, golongan pengeluaran diatas 

golongan pengeluaran antara 1.250.000 sampai dengan 1.499.999 rupiah sebesar 

11,36 persen, kemudian, golongan pengeluaran antara 300.000 rupiah sampai 

dengan 499.999 rupiah sekitar 2,56 persen, Untuk golongan pengeluaran terendah 

adalah golongan pengeluaran antara 200.000 sampai dengan 299.999 dan dibawah 

200.000 rupiah yaitu sebesar 0,00 persen.  

Dari data Susenas 2022 diperoleh juga informasi bahwa sekitar 25,61 

persen penduduk Kota Binjai mempunyai pengeluaran per kapita per bulan 

diantara 500.000 - 749.999 rupiah. Sedangkan sekitar 22,77 persen penduduk 

Kota Binjai mempunyai tingkat pengeluaran per kapita per bulan diantara 750.000 

- 999.999 rupiah. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat pengeluaran didominasi 

oleh penduduk yang mempunyai pengeluaran sedang (berkisar antara 500.000 - 

999.999 rupiah/kapita/bulan). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diambl kesimpulan 

sebagai berikut :  

1. Saat ini total UMKM di Kota Binjai sebanyak 20.852 UMKM. UMKM 

mempunyai potensi basis ekonomi yang kuat karena jumlah UMKM yang 

sangat banyak dan daya serap tenaga kerja sangat besar 

2. UMKM Kota Binjai belum mampu meningkatkan pendapatan daerah Kota 

Binjai, karena pendapatan masyarakat yang dilihat dari pengeluaran 

masyarakat per kapita masih rendah. 

5.2. Saran 

 Adapun saran-saran penelitian yang dapat diberikan yaitu : 

1. Kepada UMKM dapat meningkatkan potensi pendapatannya juga 

melakukan pelaporan pajak UMKM agar dapat meningkatkan pendapatan 

daerah Kota Binjai. 

2. Kepada peneliti selanjunya yang ingin meneliti dengan tema yang sama 

diharapkan dapat menambah variabel penelitian sehingga memperluas 

pembahasan penelitian. 
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